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MOTTO

“Berhasil bukan berarti selesai, gagal tidak selalu lumpuh. Yang terpenting adalah

tekad untuk selalu maju.”

-Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya tahun 1940-1945 dan
1951-1955
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ABSTRAK

Sebagai penyambung baik dalam jalan darat maupun navigasi laut antara
Benua Asia dan Benua Eropa, perairan Turki yang secara kolektif dinamakan
sebagai Straits memiliki nilai strategis yang diakui oleh masyarakat internasional.
Dampak dari pemahaman ini ialah diratifikasinya Montreux Convention 1936,
perjanjian internasional yang digunakan sebagai regulasi utama dalam mengatur
perairan milik Turki tersebut. Namun, rencana pembangunan sebuah terusan oleh
Turki, yakni Istanbul Canal, yang akan berperan sebagai jalur alternatif antara
Straits dan Laut Hitam serta wacana penarikan pajak akses atau tramsit fee
terhadapnya kembali membawa pertanyaan atas peran konvensi terhadap
perkembangan ini. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ialah untuk menganalisa
dampak hukum yang akan timbul terhadap rezim hukum Montreux Convention
1936 dengan dibangunnya terusan bernama Istanbul Canal yang memiliki
kedekatan dengan Straits. Selebihnya, penelitian juga akan menganalisa perbedaan
keberlakuan aturan dalam hukum internasional terhadap selat dan terusan.
Dilaksanakan sebagai suatu doctrinal research, penelitian akan menelusuri
ketentuan hukum internasional yang berlaku untuk menentukan keabsahan
kebijakan pemerintah Turki menarik pajak akses. Penelitian dilakukan dengan
pendekatan undang-undang atau statute approach, serta konseptual atau conceptual
approach. Dimana data-data yang diperuntukan akan diperoleh baik dari sumber
primer maupun sekunder. Penelitian menemukan bahwa terdapat perbedaan
fundamental antara sifat hukum daripada terusan dengan selat, dimana selat secara
umum berada dalam cakupan hukum internasional, terusan berada dibawah hukum
negara berdaulat yang menguasainya. Hasil daripada penemuan ini ialah
pemahaman bahwa Turki memiliki kedaulatan untuk memberlakukan kebijakan
secara mandiri terhadap Istanbul Canal, termasuk dalam memberlakukan pajak
akses atau tramsit fee, terutama dikarenakan pembatasan dalam Montreux
Convention 1936 tidak berlaku terhadapnya.

Kata Kunci : Terusan, Pajak Akses, Straits, Istanbul Canal
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ABSTRACT

A connecting point by land traversal and seaborne navigation alike between
the Asian and European continents, the Turkish waters collectively known as the
Straits possesses strategic value recognized by the international community. This
understanding led to the ratification of the Montreux Convention 1936, an
international agreement and the main legal instrument to regulate said waters.
However, plans for a Turkish canal contruction, the Istanbul Canal, an alternative
route between the Straits and the Black Sea, including plans to levy transit fee upon
it revisits the question of the convention’s role to this development. The purpose of
this research paper is to analyze the legal effects towards the current Montreux
Convention 1936 regime with the existence of the Istanbul Canal due to its
proximity with the Straits. It will also look towards the differing rules in
international law regarding canals and straits. Executed as a doctrinal research, it
will delve onto regulations on international law to determine the legality of the
Turkish government’s policy to levy tramsit fees. The research would also use
statute approach and conceptual approach. Whereas the data used would be taken
from either primary or secondary sources. The research found legal personality
diffrences between straits and canals, whereas straits are regulated under
international law, canals are regulated under the ruling sovereign nation.
Ultimately, it determines that Turkey have complete sovereignty to execute its
policies on the Instanbul Canal, including levying transit fees, primarily for the
restrictions imposed by the Montreux Convention 1936 does not apply to it.

Keywords : Canals, Transit Fees, Straits, Istanbul Canal
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